
SALINAN

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2OL2

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a'

Mengingat : 1.

b.

BUPATI BALANGAN'

bahwa untuk memberikan perlindungan,
pengakuan, penentuan status pribadi 9"t status
irrt irrn setiap peristiwa kependudukan dan
peristiwa p.riirg yang dialami oleh penduduk
y*.g beiada di wilayah Kabupaten Balangan,
perlu dilakukan pengaturan tentang
penyelenggaraan administrasi kependudukan yang

lebih efektif dan efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang
Penyeienggaraan Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkaw]nan (l,e-mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun lg7 4 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun L992 tentang
Keimiglasian (L-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1gg2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3a7al;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggu..u.u.tt Negara yang Bersih dtl dari
Koripsi, 

*frolusi, 
dan Nepotisme (Lembaran Negara

n"prrttl Indonesia tahun 1999 Nomor 75'
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2.

3.



4.

5.

6.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang
Periindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 1O9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2351;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437\,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 48a41;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A06 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor a67a\;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
itlo*o. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a\;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2AA7

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
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7.

8.

9.

10.



11.

L2.

13.

14.

15.

L6.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7

Nomor 80,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a736\;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2CI47 tentang
Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737\;

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2OO8 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2OOg tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2OlO tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2OOg tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
secara Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2OA4 tentang
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
201L Nomor 69il;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor A2

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Nomor 43);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03

Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Dalerah Kabupaten Balangan Tahun 2008
ilo*ot 03), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan baerah Kabupaten Balangan Nomor 9



Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor i0
Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2OO7 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Menetapkan :

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUI{AN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan'

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Balangan.

3. Bupati adalah BuPati Balangan.

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan'

5. Dirr.as Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan



6. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan
sipil Kabupaten Balangan yang bertanggung jawab dan
berwenang melaksanakan pelayanan dalamurusan administrasi
kependudukan.

T. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan
Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana
yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

E. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan
dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan dan
data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan
sipii, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan
sektor lain.

g. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing
yang bertempat tinggal di Kabupaten Balangan'

10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan
undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia dan bertempat
tinggal di KabuPaten Balangan

ll.Orang Asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia
dan bertempat Tinggal di Kabupaten Baiangan'

12. Dokumen Kepend.udukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan
oleh Instansi 

^Pelaksana 
yang mempunyai kekuatan hukum sebagai

alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran
penduduk dan Pencatatan siPil.

13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data
agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran
penduduk dan Pencatatan siPil.

14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan
pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta

penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat

keterangan kePendudukan.

15. Peristiwa Kepend.udukan adalah kejadian yang dialami penduduk

yang harus d.ilaporkan karena membawa akibat terhadap

penErbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda

Penduduk (KTP), danf atau surat Keterangan Kependudukan
lainnya meiiputi pindah datang, perubahan alamat, serta

perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data

tentang jati diri, informasi dasar ".itr. riwayat perkembangan dan


